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 Setelah Kewenangan
Fiskal DPR Dipreteli

‘ekan lalu Mahkamah Konstitusi rnembenlqul warisan sangat berha_rga

bagi pemerintahan baru kelak: Ini berkat persetujuan MK terhadap

sugatan sejumilah Lembaga Swadaya Masyarakat, seperti indonesia
Corruption Watch, Foruin Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Yayasan

- Bantuan Hukum Indomnesia, dan Indonesia Budget Center.

Sekelompok LSM itu menggugat sejumlah pasal dalam UU No.

'27/2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilall

Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat M serta UU Nomor 17 Tahun

2003 tentang Keuangan Negara, vang dianggap bertentangan dengan -
UUD 1945 ihwal tata laksana anggaran pemerintah atau APBN.

- Selain itu, motif gugatan juga berkaitan dengan upayva mengelola
APBN vang semakin efisien, dan bebas korupsi: Ini mengingat, selama
ini eksistensi Badan Anggaran DPR, vang diatur dalam Pasal 71 huruf g,
Pasal 157 ayat 1, dan Pasal 156 huruf a UU Nomor 17 Tahun 2003 ten-
tang MD3 (MPR DPR, DPD dan DPRD), Pasal 15 ayat 5 UU Keuangan
Negara, dinilai dapat menimbulikan peluang korupsi.

MK mengabulkan gugatan tersebut, vang berdampak pada pemang-
kasan kewenangan Badan Anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat—yang

- dikenal sebagai Banggar DPR—vyang selama ini dmllal sangat powerfull

dalam turut serta menentukan alokasi anggaran.

Salah satu kewenangan Banggar DPR vang dipangkas antara lain
adalah praktik pemblekiran anggaran kementerian atau lembaga. Selain
Banggar, dalam pembahasan anggaran kementerian atau lembaga ne-

" gara, kerap pembahasan oleh anggota DPR—terutama di Komisi yang.

membidangi— . hingga masuk dalam satuan tiga atau rincian provek.

Maka, Mahkamah Konstitusi menyetujui gugatarn, karena kewenangan
Banggar untuk memblokir anggarah bisa menimbulkan ketidakpastian.
Praktiknya, selama ini DPR bisa saja menyetujui atau tidak menyetu]u;
mata anggaran tertentu, dengan persyaratan seperti penundaan pencair
an anggaran. Praktik ini dinilai bisa menimbulkan rnoral hazard atau :
penyvalahgunaan wewenang.

Tidak heran manakala dalamnm bebe1.apa tahun terakhir banyak kasus i
yang menimpa oknum anggota DPR berkaitan dengan perseiujuan dan

pencairan anggaran, dan kini telah masuk dalarn wilayah penyelidikan-
‘Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagian anggota DPR bah.kan telah.
dinyatakan sebagai tersangka dalam beberapa kasus.”

Sepintas, kalangan anggota DPR mempertanyvakan keputusan tersebut
karena dinilai aneh, tetapi masa depan manajemien anggaran dan peran
parlemen dalam fungsi bujeter akan lebih jelas. .

Tentu, kita berharap, keputusan MK tersebut dapat miemberi kontribusi .

sangat positif bagi upaya perbaikan mekanisine penganggaran oleh peme-

rintah maupun DPR. Dengan demikian, Kita berharap keputusan itu akan
mendorong proses pembahasan yang semakin baik, berorientasi sekallgus
fokus pada program pembangunan, dan’ mengurangi potensi Korupsi.-

Kita juga menyambut baik keputusan MK tersebut, dengan harapan
proses pembahasan maupun realisasi APBN akan lebih cepat dan efekt]f
karena. tidak perlu bertele-tele, apalagi transaksional.
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